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PENDAHULUAN

H. Syamsul Bachri S., M.Sc/ Wakil Ketua

Komisi IX DPR Rl

Muhammad Yus Igbal, SE/ Kabag Sekretariat

Komisi IX DPR RI

Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai |

Gedung Nusantara |

JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

A. Anggota Komisi IX DPR Rl

orang dari 48 orang Anggota Komisi IX

DPR R,

B. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Rl beserta jajaran;

C. Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan Rl beserta
jajaran;

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR Rl dengan Eselon |
Kementerian Ketenagakerjaan Rl dibuka pukul 10.45 WIB, setelah
kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat
(1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
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KESIMPULAN

1.

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan Rl dapat
meningkatkan  kinerja  program dan  kegiatan  Kementerian
Ketenagakerjaan Rl yang pada tahun 2014 mendapatkan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI menjadi memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2015 dan
tahun-tahun anggaran seterusnya.

Komisi IX DPR Rl memberikan catatan terhadap capaian kinerja
program dan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan Rl pada tahun 2014 dengan melihat
realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2014 hanya
mencapai 90,9% dan realisasi Inspektorat Jenderal mencapai 95,92%
yang belum optimal.

Komisi IX DPR RI meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Rl untuk mengadakan dan mengembangkan Sistem
Teknologi Informasi.

Komisi 1X DPR RI meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan koordinasi dengan lintas
sektor lain, khususnya dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman,
Kementerian Perhubungan dan Kementerian lain-lain.

Komisi IX DPR Rl meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Rl untuk mengkoordinasikan unit kerja eselon | di
Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam membuat Roadmap
Pemenuhan Tenaga Fungsional dan Roadmap penempatan Tenaga
Kerja Formal ke Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Komisi 1X DPR RI meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Rl untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam
rangka penyelesaian permasalahan hukum, advokasi dan sosialisasi
peraturan perundang-undangan di sektor ketenagakerjaan.

Komisi IX DPR RI meminta Sekretariat Jenderal dan Inspektorat
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Rl untuk memberikan rincian
masing-masing rancangan program dan kegiatan kepada Komisi IX
DPR RI serta memperhatikan secara sungguh-sungguh masukan dan
saran-saran anggota Komisi IX DPR Rl yang disampaikan dalam Rapat
Dengar Pendapat hari ini.
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8. Komisi IX DPR Rl akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri
Ketenagakerjaan RI untuk mengambil keputusan terkait pembahasan
RAPBN-P Tahun 2015 Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Rapat skors pukul 14.35 WIB
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KETENAGAKERJAAN R,

W
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